 ‘\; N‘GT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
‘ KABUPATEN BATANG

Alamat : J1. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 /37 12007
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG NOMOR : 171 /40 /2004 TENTANG PERESMIAN ‘
PEMBENTUKAN / PEMBIDANGAN KOMISI - KOMISI DAN SUSUNAN PIMPINAN 7/
KEANGGOTAAN KOMISI - KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

e‘ KABUPATEN BATANG
- 5 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
Menimbang . a bahwa berdasarkan Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Nomor : 171 / 006 / FPKB / VIII / 2007, perihal Reposisi Keanggotaan
Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Batang, maka guna kelancaran
pelaksanaan tugas — tugas DPRD, perlu segera dilakukan Reposisi
Keanggotaan Komisi Eiari Fraksi PKB;

b. bahwa Reposisi Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud huruf a,
telah dibicarakan melalui Rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan
Fraksi — fraksi, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara
Nomor : 42 / DPRD. Rapim / VIII / 2007 tanggal 6 Agustus 2007, dan
telah disepakati c;leh Forum Rapat Paripurna tanggal 23 Agustus 2007;

, c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b,
" perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171 / 40 / 2004
tentang Peresmian Pembentukan / Pembidangan Komisi — komisi dan
Susunan Pimpinan / Keanggotaan Komisi — komisi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

Mengingat : 1. Undang — Undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 3851);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pe
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang — undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 8 Tahun 2005

8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);
o b 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang
ingkat 11 Pekalongan,

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tin :
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat
II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia T

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
donesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

10. Peraturan Pemerintah Republik In
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan

; Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

' 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Dacrah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang

garan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun
Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1
Seri A No. 1);

14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor :
53 tahun 2004 , tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun
2006 tentang Perbahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
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